
ARTIKEL

45

Inovasi Desa Mandiri
Integrasi Agile Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam 
Tata Kelola Pedesaan

Independent Village Innovation
Integration of Agile Governance and Sustainable Development in Rural 
Governance

Wilda Rasaili  ✉ 1, Deny Feri Suharyanto  2, Ach Andiriyanto  3, Nina Sa’idah Fitriyah 4, 
Zarnuji  5, Irma Irawati Puspaningrum  6

1,6Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia
2,5Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia
3Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia
4Program Studi Administrasi Publik, Universitas Abdurrachman Saleh, Situbondo, Indonesia

	✉ wilda@wiraraja.ac.id

Abstrak:	 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Inovasi Desa Mandiri 
melalui integrasi agile governance dan sustainable development dalam tata kelola 
pemerintahan desa. Fokus utama penelitian adalah pada upaya pemerintah Desa 
Lobuk Kabupaten Sumenep Jawa Timur dan Desa Srimulyo Kabupaten Bantul 
Yogyakarta dalam inovasi pembangunan melalui prinsip agile governance. Pendekatan 
agile governance menekankan pada daya tanggap dan fleksibilitas pemerintah yang 
bergerak cepat dan lincah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan 
pembangunan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan 
observasi partisipatif.  Jumlah informan sebanyak 10 orang yang meliputi perangkat 
kepala desa, perangkat desa, pelaku usaha, pemuda desa, tokoh masyarakat, dan 
pakar bidang kebijakan dan pembangunan. Data dikelompokkan dan dianalisis 
melalui NVivo Pro 12. Hasil penelitian menjelaskan tentang keberhasilan inovasi 
pembangunan desa melalui integrasi tata kelola pemerintahan yang lincah, adaptif, 
dan berkelanjutan. Pendekatan agile governance mendorong pemerintah yang 
fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan 
pembangunan. Capaian yang telah dilakukan berupa digitalisasi pelayanan, tingginya 
partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, pemenuhan 
infrastruktur, dan aksesibilitas mobilisasi publik. Penelitian ini berimplikasi sebagai 
panduan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan strategi pembangunan untuk 
mencapai tujuan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci:	Inovasi; Pembangunan; Agile Governance; Kemandirian Desa.

Abstract:	 This research aims to explain Independent Village Innovation through the 
integration of agile governance and sustainable development in village governance. The 
main focus of the research is on the efforts of the governments of Lobuk Village, Sumenep 
Regency, East Java and Srimulyo Village, Bantul Regency, Yogyakarta in development 
innovation through the principles of agile governance.  The agile governance approach 
emphasizes the responsiveness and flexibility of governments that move quickly and 
agilely in administering government, services and development. Qualitative research 
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method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, 
policy document analysis, and participatory observation.  The number of informants 
was 10 people, including village heads, village officials, businesspeople, village youth, 
community leaders, and experts in policy and development. The results of the study 
explain the success of village development innovation through the integration of agile, 
adaptive, and sustainable governance. The agile governance approach encourages 
a flexible and responsive government in meeting public needs and implementing 
development. The achievements that have been made are service digitization, high 
community participation, economic growth, education improvement, infrastructure 
fulfillment, and accessibility of public mobilization. This research has implications 
as a guide for village governments in optimizing development strategies to achieve 
sustainable goals at the local level.

Keywords:	 Innovation; Development; Agile Governance; Village Independence.

1.	Pendahuluan
Pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik menjadi semakin dinamis dan 
kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan 
secara efektif dan capaian kinerja yang optimal (Muluk dkk., 2022). Kompleksitas 
pengelolaan desa dapat dilihat melalui perubahan transformasional, sistem 
desentralisasi, sumber daya (Mazur & Tomashuk, 2020), kapasitas pemerintahan, 
tata kelola layanan publik (Rasaili dkk., 2021), hingga pada relasi publik dan 
birokrasi (Situmorang dkk., 2019). Oleh karena itu pembangunan melalui pinggiran/
desa mendapatkan tantangan yang urgen untuk diseriusi. Prioritas pengelolaan 
pemerintahan pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan, intensitas hubungan 
pemerintah dengan publik serta mengubah budaya organisasi yang lebih gesit dan 
adaptif (Baxter dkk., 2023) menjadi langkah strategis.

Membangun kemandirian desa merupakan target strategis dalam sistem 
pemerintahan desa. Kemandirian desa merupakan harapan publik yang secara 
langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Ganie dkk., 2023). Capaian 
tertinggi tata  kelola pemerintahan dan pembangunan desa yaitu sebagaimana 
tercantum dalam Permendesa No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun 
adalah bagaimana terwujudnya desa mandiri. Desa mandiri diperjelas dalam UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan yaitu tersedianya akses terhadap layanan dasar 
yang cukup, infrastruktur yang memadai, kemudahan aksesibilitas dan transportasi, 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik berorientasi pada kesejahteraan publik. 
Secara nasional sesuai dengan Keputusan Mendes PDTT No. 80 Tahun 2022 tentang 
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa menguraikan bahwa jumlah Desa Mandiri 
baru mencapai 8,5% yaitu 6.283 dari total desa 73.670. Pada tahun 2018 mencapai 
5.559 meningkat 3,6% selama 4 (empat) tahun sejak 2014 yang hanya 2.894 (Badan 
Pusat Statistik Indonesia, 2021), peningkatan tersebut lebih tinggi dari 4 (empat) 
tahun terakhir. Peningkatan cukup signifikan yaitu pada tahun 2023 dengan capaian 
15,41% dengan jumlah 11.456 desa. Capaian itu sudah melebihi desa tertinggal dan 
sangat tertinggal yang masih tersisa 14,9% atau 11.125 desa (Annur, 2024).

Persentase desa mandiri secara nasional mengalami peningkatan signifikan. 
Namun persentase tersebut tidak dialami secara merata oleh masing-masing daerah. 
Dalam hal ini sebagai suatu perbandingan ketimpangan menuju desa mandiri dapat 
dilihat pada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten Bantul 
hingga tahun 2023 semua desa yang berjumlah 75 sudah mencapai desa mandiri. 
Sedangkan di Kabupaten Sumenep dari 332 desa baru mencapai 7 desa mandiri. 
Artinya di Kabupaten Sumenep terdapat kelambanan dalam mendorong tercapainya 
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desa mandiri. Secara umum desa tidak ada perbedaan sama-sama mendapatkan 
ADD (alokasi dana desa) dan geografis, kesuburan yang hampir sama. Yang paling 
membedakan hanya pada komitmen pemerintah desa dan tata kelola pemerintahan 
dalam mewujudkan desa mandiri. Mewujudkan kemandirian desa perlu dukungan 
tata kelola pemerintah yang kreatif, komitmen tinggi, konsisten dalam program 
pembangunan dan perencanaan strategis terukur (Pranoto & Yusuf, 2014).

Perkembangan pembangunan desa untuk mencapai status desa mandiri masih 
cukup lambat (Ahmad dkk., 2021; Amalia & Sugiartono, 2021). Status desa mandiri 
menunjukkan terdapat kemandirian ekonomi (Asbeni, 2020; Gunartin dkk., 2021), tata 
kelola pemerintahan yang baik, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta model 
layanan desa yang smart dengan memanfaatkan teknologi (Sihabudina dkk., 2019). 
Tata kelola pemerintahan masih menggunakan konsep tradisional tanpa inovatif yang 
produktif. Kondisi ini tidak hanya dijumpai di beberapa desa di Kabupaten Sumenep 
namun beberapa daerah lain yang masih menerapkan pola pemerintahan tidak gesit 
dan responsif terhadap tantangan dan perubahan.

Format ideal kemandirian desa dapat dilakukan melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang cepat, transparan, akuntabel, partisipatif, dan pengelolaan berbasis 
kearifan lokal (Sarawati, 2019). Kemandirian desa dapat dilihat dari inovasi, pelayanan 
publik, pembangunan yang berkelanjutan, dan respons cepat terhadap perubahan. 
Konsep agile governance menjawab semua tantangan pemerintahan, seperti inovasi, 
adaptif, fleksibel, kinerja cepat, organisasi ramping dan tentu dengan kemanfaatan 
untuk publik yang lebih besar (Mergel, 2016). Maka konsep agile governance dan 
sustainable development sebagai pendekatan yang strategis dan solutif tentang 
kelincahan mengelola pemerintahan yang efektif dan responsif (Luna dkk., 2015). 
Pendekatan agile governance dalam rangka mempercepat capaian, efektivitas dan 
kelincahan organisasi, serta membangun fleksibilitas dan lingkungan yang adaptif 
(Bellò dkk., 2018; Luna dkk., 2015; Mergel, 2016). Sebagaimana diungkap di awal 
capaian tertinggi pemerintahan desa menjadi desa mandiri. Konsep agile governance 
juga mendorong collaborative governance antar desa (Soe & Drechsler, 2018), serta 
mampu mendeteksi peluang dan tantangan pemerintahan (Lappi & Aaltonen, 2017). 
Terkait dengan tata kelola pemerintahan yang paling diprioritaskan bagaimana 
mendorong kemampuan beradaptasi dengan perubahan, mengintensifkan hubungan 
pemerintah dengan publik serta mengubah budaya organisasi yang lebih gesit dan 
adaptif (Baxter dkk., 2023).

Pada tahun 2020, Rasaili dkk. (2020) sudah menjelaskan tentang implementasi 
sustainable development di pedesaan tentang pendidikan. Beberapa persoalan yang 
dijumpai yaitu tentang komitmen pemerintah, tata kelola pemerintahan yang tidak 
kredibel, dan orientasi kebijakan yang cenderung pragmatis. Olehnya penelitian ini 
bagian dari konsistensi penulis dalam memotret inovasi pembangunan pada tingkal 
lokal.  Penelitian ini berupaya mengungkap masalah inovasi tata kelola pemerintahan, 
komitmen pemerintah, dan keadilan pembangunan melalui pendekatan agile 
governance dan prinsip sustainable government dalam mewujudkan kemandirian 
desa dan inovasi pembangunan. Peneliti belum menjumpai sejumlah penelitian 
yang menggunakan pendekatan agile governance dalam inovasi pembangunan desa. 
Inovasi pembangunan dan kemandirian desa umumnya dilihat dari aspek perencanaan 
(Amalia & Sugiartono, 2021; Arma dkk., 2020), kepemimpinan dan aparatur desa, 
pembangunan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat (Fatmawati dkk., 2019) yang 
tidak menyinggung pada pendekatan agile governance.

Penelitian ini secara spesifik akan mengulas kemandirian desa Srimulyo Kabupaten 
Bantul dan Desa Lobuk sebagai desa mandiri pertama di Kabupaten Sumenep. Desa 
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Srimulyo dan Desa Lobuk sebagai desa yang mandiri dari wilayah Kabupaten yang 
berbeda. Pengambilan kedua desa tersebut sebagai lokus dikarenakan memiliki 
pola kesamaan dalam komitmen membangun desa melalui inovasi pembangunan, 
pelayanan dan pengembangan UMKM walaupun potensi desanya mengalami 
perbedaan.

2.	Metode
Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang 
mendalam tentang bagaimana integrasi agile governance dan sustainable development 
dapat diimplementasikan dan mempengaruhi pemerintahan desa.  Studi kasus akan 
memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap konteks spesifik terkait kasus 
kemandirian desa. Desain penelitian bersifat deskriptif dan eksplanatif. Desain riset 
menggunakan komparatif melalui perspektif most similar systems design, yaitu suatu 
desain komparatif kasus dan fenomena yang memiliki kesamaan dengan sejumlah 
fokus penelitian (Anckar, 2008). Desa Lobuk Kabupaten Sumenep dan Desa Srimulyo 
Bantul memiliki kesamaan dalam pengembangan desa hingga mencapai status desa 
mandiri. Fokus kajian yang dibahas berkaitan dengan peningkatan ekonomi, pelayanan 
publik, partisipasi publik, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada pemerintah desa, 
masyarakat lokal, pakar dan ahli, pelaku ekonomi dan UMKM berjumlah 10 informan.

Informan tersebut terbagi dalam tiga kategori. Informan utama yaitu Kepala Desa 
Lobuk dan Srimulyo, informan kunci adalah perangkat desa bidang pemerintahan 
dan bidang pelayanan. Informan kunci ini mengetahui tata kelola pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat.  Informan pendukung dari tokoh masyarakat 
sekaligus pelaku usaha yang merasakan langsung pertumbuhan ekonomi. Terdapat 
pula informan dari pemuda desa (karang taruna) yang memiliki kompetensi dalam 
memberikan informasi terkait pembangunan desa bidang pendidikan, ekonomi, 
infrastruktur dan pelayanan. Informan ahli yaitu akademisi yang kompeten dalam 
kebijakan dan pembangunan daerah. Penentuan informan menggunakan teknik 
purposive bertujuan untuk menentukan informan yang sesuai dengan topik, memiliki 
informasi yang luas, dan mengetahui permasalahan.

No. Nama Pendidikan Jabatan Lama Jabatan 
(tahun) Desa

1 Wajiran Sarjana Kepala Desa 10 Srimulyo

2 Tiyas Santoso Sarjana Kamituwa 15 Srimulyo

3 Lulut Triyono Magister Kadus Payak Wetan 10 Srimulyo

4 Isnawan SLTA Pengurus Pokdaewis 7 Srimulyo

5 Moh Saleh Magister Kepala Desa 10 Lobuk

6 Asminullah Sarjana Kasi Pemerintahan 10 Lobuk

7 Fikri Anwari SLTA Kadus Tarogan 6 Lobuk

8 Ahmaniyah SLTA Pelaku UMKM 7 Lobuk

9 Taufiqur Rahman Sarjana Karang Taruna 4 Lobuk

10 Irma Irawati Doktor Dosen 28 Pandian

Sumber:	 Teknik penentuan informan melalui pendekatan purposive.

Tabel 1.	 Daftar Informan Penelitian
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Adapun analisis data penelitian ini yaitu transkripsi wawancara, kategorisasi tema, 
analisis dokumen, pembuatan matriks analisis, coding, dan kategorisasi data melalui 
NVivo Pro 12, triangulasi data, dan atau kesimpulan. Alat pengumpulan data melalui 
rekaman suara dan kamera.

3.	Hasil dan Pembahasan
3.1.	 Fleksibilitas dan Responsibilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Fleksibilitas dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan desa mencerminkan 
kemampuan sistem pemerintahan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi 
dengan cepat dan efektif (Mergel, 2016). Tata kelola adaptif membutuhkan kecepatan 
dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan tatanan birokrasi (Janssen & van der 
Voort, 2020). Penjelasan ini akan menggambarkan bagaimana Desa Lobuk dan Desa 
Srimulyo mencerminkan sebagai pemerintahan yang berfokus pada pembangunan 
berkelanjutan melalui pendekatan tata kelola gesit. Pembangunan berkelanjutan 
sebagai bagian dari inovasi pembangunan yang memperhatikan tiga aspek yaitu sosial, 
ekonomi, dan lingkungan (Sachs, 2012). Pada aspek sosial di antaranya berkaitan 
dengan pelayanan dan pendidikan (Zerrer & Sept, 2020), pelayanan pemerintah desa 
membutuhkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat dapat muncul secara seketika tanpa melihat waktu. Menurut Moh. Saleh, 
Kepala Desa Lobuk bahwa, kesiagaan dan respons pelayanan kepada masyarakat 
sepanjang waktu atau 24 Jam, masyarakat mengeluh, bermasalah dan membutuhkan 
pelayanan kadang datang di waktu tengah malam. Tidak ada penolakan pelayanan 
sepanjang pemerintah dan aparat tidak berbenturan dengan pelayanan dan kegiatan 
yang lainnya (Asminullah, komunikasi pribadi, 8 Januari 2024).

Fleksibilitas tata kelola pemerintahan pada Desa Lobuk dan Desa Srimulyo dapat 
dijelaskan dalam dua aspek yaitu adaptabilitas terhadap perubahan dan penggunaan 
instrumen pembangunan yang beragam (Janssen & van der Voort, 2016). Pertama 
pemerintah desa mampu merespons dan beradaptasi dengan perubahan eksternal 
maupun internal. Ini termasuk perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan dinamika 
sosial yang mempengaruhi tujuan pembangunan Desa. Kedua pemerintah desa dapat 
mengadopsi berbagai instrumen kebijakan dan metode manajemen untuk mencapai 
sasaran pembangunan, sehingga ruang inovasi selalu terbuka untuk mencapai 
keberlanjutan (Cingöz & Akdoğan, 2013; Sergeeva, 2019).  Dalam hal ini sebagaimana 
dikatakan oleh Kades Lobuk bahwa respons pelayanan kepada publik hampir 
mencapai 24 jam/non-stop. Kades menerima keluhan dan layanan bukan hanya dari 
jam 08.00 sampai jam 15.30, tetapi kadang di jam 23.00 masih ada masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan dan mengadukan tentang problem publik (Moh Saleh, 
komunikasi pribadi, 11 Februari 2024).

Pemerintahan Desa Lobuk dan Srimulyo memiliki responsibilitas yang tinggi. Potret 
responsivitas berkaitan pada keterlibatan publik dan pengambilan keputusan yang 
cepat. Pemerintah desa dapat melakukan interaksi aktif antara pemerintah desa dan 
masyarakat. Menurut Kades Wajiran bahwa

“...respons kami ada dua, merespons potensi anak-anak desa yang kuliah di UGM 

dan UNY untuk membantu mengembangkan desa, kedua kami merespons keluhan 

masyarakat dalam bentuk serap aspirasi dan aduan publik (Wajiran, komunikasi 

pribadi, 6 Desember 2023).



Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan

50

Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berarti aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya, 
pemerintah desa dapat melakukan keputusan cepat dalam memenuhi kebutuhan 
publik. Pemerintahan yang responsif menggambarkan pola pembangunan yang bottom 
up dan middle up (Seraw & Lu, 2020) yang setiap kebijakan dan implementasinya 
memperhatikan suara dan aspirasi publik. Gambar 1 tentang fleksibilitas dan 
responsivitas tata kelola pemerintahan.

Pelayanan yang rumit, birokrasi yang berbelit belit, serta sumber daya yang 
tidak responsif menjadi persoalan tata kelola pembangunan. Oleh karena itu tata 
kelola yang responsif, gesit, dan fleksibel pilihan strategis pemerintah desa guna 
mewujudkan kemandirian desa. Desa Srimulyo mulai responsif sejak periode awal 
pemerintahan Kepala Desa Wajiran pada tahun 2013 dengan mengawali program 
digitalisasi pertanahan. Program sertifikasi tanah warga dari tahun 2013 hingga tahun 
2018 sebanyak 4.500 yang semuanya terdata di Peta Sigap. Sedangkan Desa Lobuk 
tampak responsif cepat pada tahun 2019 di mana era covid-19 menjadi tantangan 
inovatif pemerintah untuk lebih fleksibel dan responsif.

Tata kelola yang agile (fleksibel, responsif dan gesit) juga menyasar pada 
peningkatan ekonomi (Davis, 2010) desa dan warga agar tidak tergantung pada DD 
dan ADD tetapi mampu berstrategi dalam meningkatkan ekonomi desa (Ryser & 
Halseth, 2010). Maka yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Lobuk dan Srimulyo 
adalah membangun pariwisata desa dan menggalakkan UMKM dan produk lokal. 
Hingga saat ini ada 22 pariwisata dan 114 produk UMKM di Desa Srimulyo. Setiap 
kawasan wisata selalu terdapat galeri dan warung-warung rakyat yang menyediakan 
usaha masyarakat dan produk UMKM.

Menurut Susilowati Kepala Urusan Pangripta Desa Srimulyo mengatakan bahwa

“…gaji kepala desa sangat kecil, tetapi pendapatan pak kades setiap bulan hampir 

50 juta, termasuk para perangkat desa lainnya pendapatan tiap bulannya diatas 

puluhan juta. Pendapatan itu dari usaha vila-rumah inap, UMKM dan lainnya lah 

pokoknya yang penting bukan dari DD.”

Pendapatan kepala desa dan perangkat desa hingga puluhan juta menunjukkan 
geliat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena jika hanya mengandalkan ADD hanya 
mencukupi untuk operasional.

Gambar 1.	 Model Fleksibilitas dan 
Responsivitas dalam Pengelolaan 
Pembangunan Desa
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Kemudian, di Desa Lobuk terdapat 5 titik Wisata dan 16 produk UMKM sebagai 
Upaya strategi pembangunan desa yang baru untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi desa. Membangkitkan koperasi-koperasi, memberdayakan pemuda untuk 
kreatif membangun usaha sebagai bentuk respons pemerintah pada kepentingan dan 
peluang. Pemerintah desa juga membangun toko-toko di jalan utama desa dan wisata 
untuk bisa dikelola oleh pemuda desa.

Capaian itu terwujud karena pemerintah fleksibel dalam mengelola desa dengan 
mengedepankan potensi desa untuk kemakmuran masyarakat. Sebaliknya pemerintah 
responsif terhadap kondisi internal yang memiliki potensi dan kondisi eksternal yang 
memiliki minat tinggi pada wisata dan kuliner. Maka pemerintah desa bergerak cepat 
dan gesit menangkap peluang tersebut (Wajiran, komunikasi pribadi, 23 Mei 2022).

3.2.	 Inovasi Teknologi Pada Efisiensi Administrasi dan Pelayanan 
Publik

Inovasi teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi administrasi 
dan pelayanan publik (Lindgren dkk., 2019). Inovasi teknologi dan digitalisasi telah 
memungkinkan pemerintah untuk menyajikan layanan yang lebih efisien, mudah 
diakses, dan responsif serta dapat mencapai tujuan peningkatan transparansi, 
interoperabilitas, kepuasan publik, dan akuntabilitas (Castro & Lopes, 2022; Mergel 
dkk., 2019). Inovasi sektor publik sebagai reaksi dari tekanan publik terhadap 
pemerintah agar memberikan layanan baru dan terbaik pada publik (Arundel dkk., 
2019), sebagai solusi sosioteknis (Datta dkk., 2020).

Inovasi digital dalam administrasi dan pelayanan publik dapat membentuk landasan 
masa depan yang lebih efisien, inklusif (Criado & Gil-Garcia, 2019).  Pemerintah desa 
memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan yang lebih baik, mempercepat 
alur kerja administratif, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif (Zerrer & Sept, 
2020). Hal ini dapat dibuktikan dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan 
publik. Inovasi atas responsibilitas dan efisiensi layanan sebagai langkah yang 
signifikan menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada 
pelayanan. Inovasi digital yang baik sebagai tujuan akhir dari pemerintahan digital 
(Panagiotopoulos dkk., 2019).

Layanan berbasis digital yang responsif dan efisien yang dilakukan pemerintah 
Desa Lobuk dibuktikan pada dua bentuk layanan yaitu Aplikasi BALADA (basis layanan 
terpadu desa) dan Jebol Adminduk. Menurut kepala Desa Lobuk Moh. Saleh, bahwa 
aplikasi Balada adalah terobosan baru sebagai langkah kreatif dan inovatif dalam 
memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan 
surat keterangan domisili, surat keterangan izin usaha, informasi produk unggulan 
desa, platform jualan, dan layanan aduan publik. Sedangkan pada layanan online 
Jebol Adminduk berkaitan pada layanan administrasi kependudukan dan ditindak 
lanjuti melalui program “kang mas setia”.

Langkah cepat dan inovatif dalam digitalisasi layanan sangat terbukti dampaknya. 
Desa Srimulyo sudah memiliki banyak prestasi dan capaian hingga yang paling 
meyakinkan yaitu mewakili desa-desa seluruh Indonesia mempresentasikan capaian 
digitalisasinya dalam pengembangkan desa di acara Technical Committee-36 CIRDAP 
(Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific) pada tahun 2021. 
Pemerintah membentuk situs web layanan berupa Sistem Informasi yang memiliki 
22 menu informasi, dan 9 menu layanan publik. Kemudian secara spesifik terdapat 
aplikasi layanan e-Lastari (layanan administrasi tanpa antre) pada sektor layanan 
kependudukan.
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Gambar 2.	 Efisiensi Pelayanan Desa 
Lobuk, Kabupaten Sumenep Jawa Timur

Gambar 3.	 Efisiensi Pelayanan Desa 
Srimulyo, Kabupaten Bantul Yogyakarta
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Efisiensi administrasi dan e-layanan publik pemerintah desa Lobuk dan Desa 
Srimulyo sebagaimana terdapat dalam Gambar 2.

Gambar 3 memiliki layanan digital yang berbeda. Desa Lobuk lebih simpel memuat 
hal-hal urgen seperti akses bantuan sosial, produk hukum, dan aplikasi layanan 
kependudukan. Inovasi tersebut sangat berbeda dengan Desa Srimulyo yang lebih 
lengkap. Desa Srimulyo bahkan menampilkan prestasi desa, masterplan, perencanaan 
desa, lowongan pekerjaan desa dan lainnya. Semua tervisualisasi secara online sejak 
tahun 2020. Inovasi layanan digital ini menunjukkan adanya respons cepat pada 
perkembangan teknologi dan kebutuhan publik untuk lebih efisien dan efektif.

3.3.	 Partisipasi Publik dan Keberlanjutan: Menjalin Keterlibatan 
Masyarakat dalam Masa Depan Berkelenjutan

Orientasi tata kelola yang responsif dan pembangunan berkelanjutan yaitu 
pada kepentingan publik dan partisipasi publik (Rasaili & Puspaningrum, 2022). 
Pembangunan dan layanan bergerak untuk kepentingan publik dan melibatkan 
Masyarakat (Kahila-Tani dkk., 2019). Keterlibatan Masyarakat untuk memastikan 
rencana kebijakan dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan kebutuhan publik 
(Saito, 2021). Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam 
proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan Pembangunan (Gao 
dkk., 2020; Zhou dkk., 2019). Keberlanjutan pembangunan menyoroti upaya untuk 
memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan dengan 
cara mempertahankan  jangka panjang (Ruggerio, 2021; Shi dkk., 2019). Pemerintah 
desa sangat memperhatikan aspek keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 
Dalam konteks inovasi digital misalnya, inklusivitas pemerintah dengan melibatkan 
semua aspek termasuk masyarakat sangat menentukan pada keberhasilan (Meyerhoff 
Nielsen & Jordanoski, 2020).

Dimensi keterlibatan masyarakat dapat dijelaskan tentang pemberdayaan 
masyarakat oleh pemerintah desa. Pemerintah desa melakukan dua hal, pertama 
secara formal berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan secara serius dan substantif. Kebanyakan 
musrenbangdes hanya formalitas dan ritual administrasi tanpa diintegrasikan pada 
masterplan pembangunan, kedua keterbukaan untuk aspirasi publik. Dalam aspek ini 
pemerintah Desa Lobuk melakukan strategi unik dengan aktif di perkumpulan desa 
dan silaturahmi home to home setiap pekan. Jalinan keterlibatan publik cukup agresif. 
Kepala Desa Lobuk, Saleh mengungkapkan bahwa pernah mengumpulkan komunitas 
remaja “konotasi nakal” pengangguran dengan menantang membangun usaha 
kreatif yang segalanya akan difasilitasi oleh pemerintah. Maka hasilnya adalah berupa 
usaha cucian mobil, usaha fotokopi, dan counter handphone yang semua modal dari 
pemerintah desa (Moh. Saleh, komunikasi pribadi, 10 Desember 2023).

Keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia 
lokal tampak terasa kontribusi di Desa Srimulyo. Wajiran mengungkapkan bahwa 
pemerintah mendorong betul pada sumber daya anak muda untuk berkontribusi 
pada pembangunan desa. Pada tahun 2022 pemerintah desa melibatkan sebanyak 
9 orang pemuda desa terbaik lulusan UGM dan UNY dalam bidang administrasi, 
teknologi-digitalisasi, dan ekonomi. Kemudian di tahun 2021 kepala desa meminta 
pendampingan dari guru besar UGM yang ahli dalam perencanaan pembangunan desa 
(Wajiran, komunikasi pribadi, 9 April 2023). Gagasan yang menarik dari Warijan adalah 
tentang DD dan ADD yang tidak akan pernah cukup untuk membangun desa, dan tidak 
akan mengalami kemajuan jika hanya bergantung pada pendanaan tersebut. Maka 
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salah satu strateginya adalah menjalin keterlibatan dengan masyarakat, membangun 
kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi potensi lokal.

Gambar 4 menunjukkan bahwa partisipasi publik atau pelibatan publik dalam 
pembangunan desa banyak memberikan kontribusi. Partisipasi publik dalam 
pembangunan desa diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu formal dan non-formal. 
Partisipasi formal berupa keterlibatan dalam musrenbangdes, melakukan aduan 
publik dan masukan publik, dan partisipasi pada pengembangan pariwisata. Adapun 
dalam bentuk non-formal seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pendidikan, 
gotong royong dan kebersihan desa, keterlibatan dalam implementasi program, dan 
keterlibatan dalam pengembangan UMKM serta usaha mandiri masyarakat.

3.4.	 Inovasi Desa Mandiri: Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan, 
Pendidikan, dan Infrastruktur

Pendekatan agile governance yang mendorong keberlanjutan pembangunan 
sebagaimana digambarkan di atas dapat diwujudkan melalui tiga indikator yaitu 
fleksibel dan responsif, inovasi digital, dan partisipasi publik. Dari pendekatan 
tersebut maka Desa Lobuk dan Desa Srimulyo dapat terklasifikasi dalam klaster Desa 
Mandiri. Mandiri secara klasterisasi pemeringkatan nasional maupun dalam perspektif 

Gambar 4.	 Partisipasi Publik dalam 
Pembangunan Desa dari Desa Lobuk dan 
Desa Srimulyo
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pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pendidikan dan aksesibilitas layanan 
maupun transportasi.

Sesuai dengan Nota Dinas Pemerintah Yogyakarta No. 414/03055 tahun 2022 
bahwa Desa Srimulyo berstatus Desa Mandiri dengan rekapitulasi Indeks IDM 0,936. 
Desa Lobuk capaian IDM 0,821, pada tahun 2021 sebagai satu-satunya desa mandiri 
di Kabupaten Sumenep. Capaian menjadi Desa Mandiri dari Desa Srimulyo dan Desa 
Lobuk dapat dijelaskan melalui tiga aspek yaitu: sektor ekonomi, sektor pendidikan, 
dan sektor pengembangan infrastruktur.

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan lebih luas yaitu:

a.	 Adalah adanya usaha ekonomi produktif (Sihabudina dkk., 2019), maupun 
unit koperasi desa (Hendriani, 2018), efektivitas BUMDES yang mendorong 
pertumbuhan ekonomi desa (Kania dkk., 2021; Sidik, 2015). Dalam aspek ini 
Desa Lobuk dan Srimulyo terus mengalami peningkatan. Penghasilan masyarakat 
di Desa Lobuk berkisar Rp60.000-Rp250.000. Usaha ekonomi pemerintah dan 
masyarakat yaitu pariwisata, penyewaan kios, layanan samsat, layanan cuci 
mobil dan pengembangan UMKM. Adapun Masyarakat desa Srimulyo berkisar 
Rp150.000-Rp600.000 dalam setiap hari. Kondisi ini sudah melebih UMR pada 
tingkat masing-masing daerah. Beberapa usaha yang berkembang yaitu pariwisata, 
UMKM, penyewaan kios, penyewaan vila, penyewaan kos-kosan, pertanian, industri 
kerajinan, dan jasa transportasi lokal. Pada sektor pengembangan ekonomi 
termasuk UMKM dan pariwisata.  Digitalisasi menjadi bagian penting seperti 
e-commerce dan smart tourism. Ketangkasan dan gerak cepat pengembangan 
ekonomi berbasis digital dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas (Ju dkk., 
2020).

b.	 Pada aspek pendidikan, tingkat pendidikan menjadi indikator kemandirian desa. 
Pendidikan dapat dilihat dalam aspek formal maupun kemampuan masyarakat 
dalam mengembangkan potensi dan sumber daya lokal untuk kemajuan 
lingkungan (Mangkhang, 2021) dan pendidikan juga mendukung pada tercapainya 
agenda pembangunan berkelanjutan (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 

Inovasi Desa

Desa Lobuk Desa Srimulyo

Pertumbuhan Indikator yang 
Dikembangkan Pertumbuhan Indikator yang 

Dikembangkan 

Sektor Ekonomi Kisaran penghasilan 
masyarakat Rp60.000-
Rp250.000

Pariwisata

Persewaan kios

Layanan samsat

Cuci mobil

UMKM

Kisaran penghasilan 
masyarakat 
Rp150.000-Rp600.000

Pariwisata

UMKM

Persewahan kios

Persewahan villa

Persewahan kos-kosan

Pertanian

Industri kerajian

Jasa transportasi

Aspek Pendidikan 6,5 tahun lama sekolah Lulusan SMA 11,02%

Lulusan sarjana 0,6%

11 tahun lama sekolah Lulusan SMA 32,85%

Lulusan Sarjana 7,94%

Pengembangan 
Infrastruktur dan 
layanan

Pelayanan digital

e-aduan

wabsate desa

akses transpor terbatas

Digitalisasi layanan

e-aduan

wabsate desa

aksesibilitas 
transportasi

sanitasi merata

Sumber:	 diolah oleh peneliti

Tabel 2.	 Tabel Inovasi Desa Mandiri
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2020). Karenanya pendidikan sebagai alat rekayasa sosial yang berdampak pada 
kehidupan masyarakat (Laleye, 2022). Dalam aspek ini Desa Srimulyo sudah 
mencapai angka ideal yaitu 11 tahun lama pendidikan atau hampir lulus tingkat 
SMA, hal ini sudah mencapai target ideal agenda pembangunan berkelanjutan 
2030. Terdapat 32,85% yang lulus SMA dan 7,94% berpendidikan sarjana, 
magister dan doktor, artinya terdapat 40,79 pendidikannya menengah ke atas. 
Sedangkan untuk Desa Lobuk masih rata-rata tingkat lama Pendidikan 6,5 tahun 
namun sudah melebihi angka daerah yang baru mencapai 4,8 tahun.

c.	 Pada aspek infrastruktur, ini melihat pada aksesibilitas transportasi dan layanan 
publik. Dua hal yang diketengahkan yaitu layanan publik yang sudah menggunakan 
digitalisasi hingga pada layanan aduan masyarakat. Namun di Desa Lobuk masih 
terkendala pada sumber daya masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital 
secara mandiri. Olehnya pendampingan dari aparat desa dan pemuda desa masih 
intensif dilakukan. Pada infrastruktur aksesibilitas Desa Srimulyo juga cukup pesat 
bahkan transportasi besar seperti bus bisa masuk ke Desa, tentu ini dalam rangka 
membangkitkan industri pariwisata yang sudah ada 22 titik.

Akselerasi Desa Mandiri dapat dilakukan melalui pendekatan agile governance 
dengan dua variabel fleksibilitas dan responsivitas.  Umumnya desa mandiri dapat 
dilihat ketika memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan layanan 
publik yang berkualitas. Namun dalam kajian ini menguraikan lebih detail pada 
tingkat pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi. Digitalisasi adalah 
keniscayaan yang harus terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan agar lebih gesit, 
tangkas dan cepat.

Gambar 5 menjelaskan bahwa konsep agile governance dalam pendekatan  
fexsibility dan responsivines untuk mencapai kemandirian desa terbukti dapat 
meningkatkan empat indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, digitalisasi layanan, 
pemberdayaan pendidikan dan kualitas infrastruktur.

4.	Kesimpulan
Dalam penelitian ini, integrasi Agile Governance dan Sustainable Development di 
tingkat lokal terbukti menjadi fondasi yang strategis dalam mewujudkan akselerasi 
desa mandiri. Keberhasilan ini terkait erat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, adaptabilitas pemerintah desa terhadap perubahan, dan 

Gambar 5.	 Model Agile Governance Desa 
Mandiri
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efektivitas strategi pembangunan yang mendukung keberlanjutan. Hasil penelitian 
memberikan kontribusi penting pada pemahaman praktis dan konseptual tentang 
penerapan konsep-konsep ini dalam administrasi publik lokal, serta memberikan 
arahan konkret bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk 
mempercepat proses menuju desa yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
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